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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

pada tahun 2020, upaya peningkatan kemampuan kader desa dalam 

melaksanakan tugas administrasi di Kecamatan Manglewa Kabupaten Dompu 

terutama akan dilakukan dengan dua cara yaitu pelatihan disiplin perangkat 

Desa. dan pendidikan dan pelatihan. . 

Adapun bentuk penerapan Pembinaan displin aparat desa sebagai upaya 

peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi 

pemerintah di desa tekasire Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa 

Kabupaten Dompu adalah pembinaan disiplin waktu kerja, pelatihan dapat  

meningkatkan kemampuan  keterampilan  pelatihan tata kelola folder yang 

ada pada komputer berdasarkan kelompok dokumen,  

 Dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam 

pelaksanaan tugas administrasi  desa di Desa Tekasire,  terdapat beberapa  

faktor pendukung, diantaranya memberikan pembinaan disiplin aparat, 

pendidikan dan pelatihan rutin terhadap aparat desa setiap dua kali dalam 

setahun. menyediakan Fasilitas lengkap seperti internet gratis, computer, wifi, 

juga printer.  

Sedangkan faktor penghambat di adalah minimnya 

keterampilan/kemampuan setiap Aparat desa terhadap tugas-tugas, kurang 
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kesadaran aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

ketentuan yang telah diberlakukan.  

5.2 Saran 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan di Desa Pemuteran, khususnya peningkatan 

kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa 

Tekasire Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, ada beberapa saran 

pokok yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut:  

1) Hendaknya pemerintah atasan utamanya Pemerintah Kecamatan dan 

Kabupaten melakukan kegiatan /Pelatihan keterampilan dan Bintek secara 

menyeluruh bukan saja hanya sekretaris tetapi lebih pada seluruh 

perangkat desa yang ada termasuk sesuai dengan tupoksi yang mereka 

bebankan. 

2) Sebagai aparat Desa yang telah mengabdikan diri dan diberikan 

kepercayaan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan/pelayan 

publik hendaknya dapat dilaksanakan dengan penuh percaya diri dan iklas 

tanpa membedakan salah satu golongan dan selalu menempatkan 

kepentingan Umum di atas kepentingan Pribadi. 

3) Aparat desa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara 

pemerintahan desa hendaknya menciptakan suasana kebersamaan dan 

kasih sayang, sehingga para kader desa harus menjalankan tugas 

kedinasan serta menjalankan tugas kedinasan, saling menginspirasi dan 

saling berkontribusi. 
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4) Diharapkan untuk kedepannya, Kepala Desa lebih melakukan 

pengawasan yang ketat terhadap kedisiplinan pegawainya, serta harus 

lebih berinisiatif dan kreatif lagi untuk melakukan pendidikan dan 

pelatihan di organisasi Desa tekasire. 

5) Peran aktif masyarakat desa sangat dibutuhkan bagi pemerintah desa 

sebab peran serta masyarakat aktif akan lebih menumbuhkan 

kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan 

tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas hidup yang 

lebih baik, aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat 

untuk ikut berberan serta dalam pembangunan khususnya di desa demi 

mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera adil dan makmur. 
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